
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono No. 1 Palangka Raya 73111 
Telepon/Faksimile: (0536) 3221716, email: sekda@kalteng.go.id

Palangka Raya, AJvtty 2oi?

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Kepada
180/ || 18 /I.l/HUK Yth. Direktorat Jenderal Otonomi 
Segera Daerah Kementerian Dalam
1 (satu) eksemplar Negeri.
Fasilitasi Rancangan Cq. Direktur Produk Hukum
Peraturan Gubemur Daerah.
Kalimantan Tengah di -

JAKARTA

Dengan hormat,

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah bahwa Pembinaan terhadap rancangan produk 
hukum daerah berbentuk peraturan di Provinsi dilakukan oleh 
Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi 
Daerah.

Bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan 
Gubernur Kalimantan Tengah tentang Road Map Reformasi 
Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 
2021-2024. Sehubungan dengan hal dimaksud, mohon 
kiranya agar Rancangan Peraturan Gubemur tersebut 
difasilitasi oleh Direktorat Produk Hukum Daerah sebelum 
proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian, bantuan dan 
kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n GUBERNUR KALIMANTAN

DAERAH,

, M.Si. 
Madya

mailto:sekda@kalteng.go.id


PEMERXNTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRBTARIAT DAERAH 

BIRO HUKUM
Jl. RTA. Milono No. 1 Palangka Raya 73111 

Telp./Fas. 0536-3222575

BERITA ACARA HASIL HARMONISASI

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI 
BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2021-2024 
NOMOR 180/ (Iff/I.l/HUK

Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.34/064/OTDA 
perihal Implementasi Sistem Fasilitasi Peraturan Daerah Berbasis Elektronik (e- 
Perda) angka 2 (dua) huruf b, maka perlu dibuat hasil harmonisasi rancangan 
Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah tentang Road Map Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2024, dapat kami 
sampaikan hasil harmonisasi sebagai berikut:
1. bahwa sistematika penulisan rancangan peraturan gubemur ini telah 

disesuaikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana terlampir.

2. bahwa rancangan peraturan gubemur ini berpedoman dengan Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 
2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Demikian hasil harmonisasi ini dibuat dan disepakati.

Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Kepala Bagian Peraturan
Ah J ...........erja Biro Organisasi, Perundang-undangan Provinsi

YOSIAS, S.Hut., M.Si. 
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197506011999031002

NUNUNG HAMIDAH, S.H., M.H. 
Pembina
NIP. 197104261994032006



 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

    Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor: 180/1138/I.1/HUK tanggal 18 Agustus 2023 Hal: Fasilitasi Rancangan
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah, dengan hormat disampaikan hal-hal
sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-
2024 telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.

2. Hasil pengkajian terhadap rancangan peraturan gubernur tersebut, berkaitan
dengan teknik penulisan produk hukum daerah agar mempedomani ketentuan
dalam lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan dan saran penyempurnaan dalam bentuk
matriks sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan
Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan
sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan
pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan
menggunakan Aplikasi e-Perda.

    Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n.Menteri Dalam Negeri

 
Direktur Jenderal 
Otonomi Daerah,
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan: 
Menteri Dalam Negeri.

Nomor : 100.2.1.6/5841/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas 
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan

Gubernur Kalimantan Tengah
tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2021-
2024.

Jakarta, 25 Agustus 2023
Yth. Gubernur Kalimantan Tengah

di -
       Palangka Raya

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.



 

 
 

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

TENTANG 
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2024 

 

RANPERGUB KALIMANTAN TENGAH SARAN PENYEMPURNAAN KETERANGAN 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

 
NOMOR      TAHUN 2023 

 

TENTANG 
 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2024 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

RANCANGAN 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

 
NOMOR … TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023-2024 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

Judul rancangan peraturan 
gubernur tersebut dilakukan 
penyempurnaan redaksional 
berdasarkan penjelasan angka 8 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan 
Pasal 3 Peraturan  Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur 
Kalimantan Tengah tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah Tahun 2021-2024; 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar 
berjalan secara efektif, efisien, terukur 
konsisten dan berkelanjutan, diperlukan 
sebuah Road Map Reformasi Birokrasi 
dalam kerangka perencanaan strategis 
tingkat daerah yang mendukung dan 
selaras dengan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 
Peraturan  Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi 2020-2024, 
Pemerintah Daerah perlu melakukan 
penyesuaian Road Map Reformasi 
Birokrasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Road Map Reformasi 
Birokrasi Tahun 2023-2024; 

Konsideran menimbang ranpergub 
tersebut dilakukan 
penyempurnaan berdasarkan 
angka 19 Lampiran II Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan. 



 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 
1958 tentang Penetapan Undang-
undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 
tentang Pembentukan Daerah 
Swatantra Tingkat I Kalimantan 
Tengah dan Perubahan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah 
Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, 
Kalimantan Selatan dan Kalimantan 
Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor l284) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun l958 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Ncgara 
Republik Indonesia Nomor 1622); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
3851); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 
tentang Penetapan Undang-undang 
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra 
Tingkat I Kalimantan Tengah dan 
Perubahan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Swatantra Tingkat I 
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan 
dan Kalimantan Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor l284) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun l958 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Ncgara 
Republik Indonesia Nomor 1622); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara Yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 197); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran  Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

 



 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  
5324) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
6398);   

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
5038); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  5324) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143); 

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah 



 

Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); 

12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 
2010 tentang Grand Design Reformasi 
Birokrasi 2010-2025; 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengusulan, 
Penetapan, dan Pembinaan Reformasi 
Birokrasi Pada Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 590); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 
tentang Petunjuk Teknis Penilaian 
Mandiri Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi Secara Online;  

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 Tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 
2010 tentang Grand Design Reformasi 
Birokrasi 2010-2025; 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan 
Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada 
Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
590); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 



 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penyusunan Road 
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 
Tahun 2020 tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 441); 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 
Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
(Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 442); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan 

Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang 
Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara 
Online;  

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Penyusunan Road Map 
Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1538); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 
Tahun 2020 tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 441); 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 
Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 442); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 



 

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor 34); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah Tahun 2016 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) 
sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
Nomor 90); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor 88); 

Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 
2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
Nomor 34); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Tahun 2016 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah Nomor 85) 
sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
Nomor 90); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor 88); 

 

MEMUTUSKAN : MEMUTUSKAN :  

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD 
MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 
2021-2024. 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD 

MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 
2023-2024. 

Dilakukan perbaikan redaksional 
berdasarkan Angka 59  Lampiran II 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. 



 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang 

membidangi urusan Reformasi Birokrasi di Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Tengah. 

5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang 
birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan 
melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah 
bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir 
di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan 
dengan upaya luar biasa. 

6. Road Map Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat 
RMRB adalah r encana kerja rinci dan berkelanjutan yang 
menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam 
kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus sebagai 
alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai 
tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam 
pelaksanaan reformasi birokrasi.  

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Tengah. 
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi 

dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan 
terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, 
konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar 
kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan 
upaya luar biasa. 

6. Road Map Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat 
RMRB adalah r encana kerja rinci dan berkelanjutan yang 
menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam 
kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus sebagai 
alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan 
penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan 
reformasi birokrasi.  

7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya 
disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang 
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
memberikan layanan kepada pengguna SPBE. 

Dasar hukum dilakukan perbaikan 
berdasarkan angka 105 Lampiran 
II Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan 

     Pasal 2 
 
Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai 
pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 
Reformasi Birokrasi yang disusun dalam RMRB. 

Pasal 2 
 

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi 
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi yang 
disusun dalam RMRB demi mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik. 
 
 
 
 

Pasal 2 peraturan gubernur 
tersebut dilakukan 
penyempurnaan redaksional 
berdasarkan ketentuan angka 243 
lampiran II Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan 



 

Pasal 3 
 
Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menciptakan 
birokrasi Pemerintah Daerah yang profesional dengan 
karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih 
dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme mampu melayani 
publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh 
nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. 
 

Pasal 3 
 

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi 
Pemerintah Daerah yang profesional dengan karakteristik 
adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas 
korupsi, kolusi dan nepotisme mampu melayani publik, netral, 
sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar 
dan kode etik aparatur negara. 
 

Pasal 3 peraturan gubernur 
tersebut dilakukan 
penyempurnaan redaksional 
berdasarkan ketentuan angka 243 
lampiran II Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan 

Pasal 4 
 

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: 
a. Tim Reformasi Birokrasi; 
b. Prioritas Reformasi Birokrasi;  
c.  Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan 
d. Monitoring dan evaluasi. 

Pasal 4 
 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini 
meliputi: 
a. Prioritas Reformasi Birokrasi;  
b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan 
c. Monitoring dan evaluasi. 

Pasal 4 huuf a peraturan gubernur 
tersebut dihapus sesuai saran 
penyempurnaan. 

BAB II 
TIM REFORMASI BIROKRASI 

Pasal 5 
 

(1) Tim Penyusun dan Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari: 
a. Tim Inti, mempunyai tugas memberikan arahan 

dan pengendalian perencanaan, pelaksanaan, dan 
memobilisasi sumber daya untuk kelancaran 
pelaksanaan program dan kegiatan reformasi 
birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah; 

b. Anggota/Tim Pelaksana, mempunyai tugas 
mempersiapkan langkah-langkah operasional 
sesuai arahan dari Tim Pengarah, memberikan 
dukungan dan mengelola Tim Kelompok Kerja 
(POKJA) agar program dan kegiatan reformasi 
birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah dapat dilaksanakan; dan 

c. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan administrasi, penyusunan schedule 
pelaksanaan rapat-rapat, kompilasi bahan 
program-program reformasi birokrasi, Quick Wins 
(suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat 
dicapai yang mengawali suatu program yang besar 

Dihapus 

Pasal 5 peraturan gubernur 
tersebut dihapus dan 
dilaksanakan oleh Perangkat 
Daerah berdasarkan tugas dan 
fungsinya serta berkoordinasi 
dengan Perangkat Daerah lainnya. 



 

dan sulit) dan manajemen perubahan agar 
program dan kegiatan reformasi birokrasi dapat 
dilaksanakan secara terkoordinasi dan 
terintegrasi. 

(2) Tim Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
adalah: 

a. Pengarah  : Gubernur  

b. Penanggung jawab  : Wakil Gubernur  

c. Ketua  : Sekretaris Daerah  

d. Wakil Ketua  : Asisten Administrasi Umum 
Sekretariat Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah 

e. Sekretaris   : Kepala Biro Organisasi  
Sekretariat Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah 

(3) Anggota/Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b adalah: 
a. Anggota Tim Penataan Organisasi, Ketatalaksanaan, 

dan Peraturan Perundangan-undangan; 
b. Anggota Tim Penataan Manajemen Perubahan dan 

Penataan Sisten Manajemen Sumber Daya Aparatur; 
c. Anggota Tim Penguatan Pengawasan; 
d. Anggota Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 
e. Anggota Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; 

dan 
f. Sekretariat. 

BAB III 
PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI 

 
Pasal 6 

 
(1) Prioritas reformasi birokrasi meliputi: 

a. pembenahan manajemen Pemerintah Daerah; 
b. pelaksanaan SPBE, Kemiskinan, dan Investasi yang 

dicapai; 
c. peningkatan pelayanan; 
d. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme/Wilayah Birokrasi Bersih 

BAB II 
PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI 

Pasal 5 
 

(1) Prioritas reformasi birokrasi meliputi: 
a. pembenahan manajemen Pemerintah Daerah; 
b. pelaksanaan SPBE, kemiskinan, dan investasi yang 

dicapai; 
c. peningkatan pelayanan; 
d. zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, kolusi, 

dan nepotisme/wilayah birokrasi bersih dan 
melayani; dan 

Pasal 5 pada peraturan gubernur 
tersebut dilakukan perbaikan 
teknik penulisan berdasarkan 
angka 87 Lampiran II Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 
 
Penomoran Bab dan Pasal 
berurutan. 



 

dan Melayani; dan 
e. Perangkat Daerah. 

(2) Prioritas pembenahan manajemen Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu 
fokus perubahan yang menjadi prioritas terkait dengan 
area perubahan reformasi birokrasi meliputi sumber 
daya manusia, pengawasan dan tatalaksana. 

(3) Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang telah 
dicapai dengan predikat baik atau sangat baik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk 
tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. 

(4) Prioritas peningkatan pelayanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu prioritas yang 
terkait dengan pelayanan publik yang sangat 
menyentuh kehidupan masyarakat yakni pelayanan 
pada sektor-sektor strategis dan pelayanan yang 
dampaknya dapat memberikan citra positif terhadap 
reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 

(5) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, Kolusi, 
dan Nepotisme/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu 
penentuan unit kerja yang melaksanakan reformasi 
birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit 
kerja lainnya. 

(6) Prioritas Perangkat Daerah sebagaima dimaksud pada 
ayat (1) huruf e, yaitu fokus perubahan yang menjadi 
prioritas masing-masing Perangkat Daerah dan dapat 
pula dijadikan sebagai fokus perubahan bagi 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 

e. Perangkat Daerah. 
(2) Tetap 
(3) Tetap 
(4) Tetap 
(5) Tetap 
(6) Prioritas Perangkat Daerah sebagaima dimaksud pada 

ayat (1) huruf e, yaitu fokus perubahan yang menjadi 
prioritas masing-masing Perangkat Daerah dan dapat 
pula dijadikan sebagai fokus perubahan bagi Pemerintah 
Daerah. 
 

 

BAB IV 
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

Pasal 7 
 

(1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan proses 
berkesinambungan dan berkelanjutan. 

(2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaima dimaksud 
pada ayat (1) yaitu melakukan konsolidasi bersama 

BAB III 
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

Pasal 6 
 
 

(1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan proses 
berkesinambungan dan berkelanjutan. 

(2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaima dimaksud 

 



 

dengan kelompok kerja guna melakukan pemantapan 
langkah dan strategi yang dilakukan sampai dengan 
tahun 2021. 

(3)  Langkah-langkah yang disepakati oleh kelompok kerja 
dalam proses konsolidasi berisi program, kegiatan, 
agenda dan hasil Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2024. 

pada ayat (1) yaitu melakukan konsolidasi bersama 
dengan Perangkat Daerah guna melakukan pemantapan 
langkah dan strategi yang dilakukan sampai dengan tahun 
2023. 

(3)  Langkah-langkah yang disepakati oleh Perangkat Daerah 
dalam proses konsolidasi berisi program, kegiatan, agenda 
dan hasil Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024. 

Pasal 8 

 
(1) RMRB Tahun 2021-2024 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Gubernur ini. 

(2) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2024 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 

Pasal 7 
 

(1) RMRB Tahun 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Gubernur ini. 

(2) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 

Pasal 7 peraturan gubernur 
tersebut dilakukan perbaikan 
redaksional berdasarkan 
ketentuan angka 243 lampiran II 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan 

Pasal 9 
 

RMRB Tahun 2021-2024 digunakan sebagai acuan bagi 
Pemerintah Daerah untuk menyusun dan mengevaluasi 
pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan reformasi 
birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Tengah. 
 

Pasal 8 
 

RMRB Tahun 2023-2024 digunakan sebagai acuan bagi 
Pemerintah Daerah untuk menyusun dan mengevaluasi 
pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan reformasi 
birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Tengah. 

Pasal 8 peraturan gubernur 
tersebut dilakukan perbaikan 
redaksional berdasarkan 
ketentuan angka 243 lampiran II 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan 

Pasal 10 
 
RMRB dapat dilakukan perubahan menyesuaikan dengan 
dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah. 

Pasal 9 
 

Tetap 

 

 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 
 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 
 
 

Tetap  



 

Ditetapkan di Palangka Raya 
                            pada tanggal 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 
 
 
 

 SUGIANTO SABRAN 

Ditetapkan di Palangka Raya 
                            pada tanggal 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 

 
 

 SUGIANTO SABRAN 

 

Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal 

  SEKRETARIS DAERAH  

       PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 
 

 

       Drs. NURYAKIN, M.Si 

 
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

TAHUN 2023 NOMOR 

 

Diundangkan di Palangka Raya 

pada tanggal 

  SEKRETARIS DAERAH  

       PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 
 

 

       NURYAKIN 

 
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 

2023 NOMOR 
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PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

 
NOMOR 30 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  

TAHUN 2023-2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 
 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur konsisten 

dan berkelanjutan, diperlukan sebuah Road Map Reformasi 

Birokrasi dalam kerangka perencanaan strategis tingkat daerah 

yang mendukung dan selaras dengan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah;  

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

2020-2024, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian 

Road Map Reformasi Birokrasi;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2023-

2024; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Ncgara Republik 

Indonesia Nomor 6870); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5324) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6398);   

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
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12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi 

Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 590); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk 

Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Secara Online;  

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

1538); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 

2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 442); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah Nomor 34); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 
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Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 

Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016–

2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 

2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah Nomor 88); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI 
BIROKRASI TAHUN 2023-2024 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Tengah. 

5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi 

dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan 

terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, 

realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang 

ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa. 

6. Road Map Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat 

RMRB adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang 

menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam 

kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus sebagai 

alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan 

penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi 

birokrasi.  

7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya 

disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

memberikan layanan kepada pengguna SPBE. 
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Pasal 2 

 

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi 

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi 

yang disusun dalam RMRB demi mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik. 

 

Pasal 3 

 

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi 

Pemerintah Daerah yang profesional dengan karakteristik 

adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas 

korupsi, kolusi dan nepotisme mampu melayani publik, netral, 

sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar 

dan kode etik aparatur negara. 

 

Pasal 4 

 

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: 

a. Prioritas Reformasi Birokrasi;  

b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan 

c. Monitoring dan evaluasi. 

 

 

BAB II 

PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI 

 

Pasal 5 

 

(1) Prioritas reformasi birokrasi meliputi: 

a. pembenahan manajemen Pemerintah Daerah; 

b. pelaksanaan SPBE, Kemiskinan, dan Investasi yang 

dicapai; 

c. peningkatan pelayanan; 

d. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, Kolusi, 

dan Nepotisme/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; 

dan 

e. Perangkat Daerah. 

(2) Prioritas pembenahan manajemen Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu fokus 

perubahan yang menjadi prioritas terkait dengan area 

perubahan reformasi birokrasi meliputi sumber daya 

manusia, pengawasan dan tatalaksana. 

(3) Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang telah dicapai 

dengan predikat baik atau sangat baik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tetap dipertahankan 

atau bahkan ditingkatkan. 

(4) Prioritas peningkatan pelayanan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, yaitu prioritas yang terkait dengan 
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pelayanan publik yang sangat menyentuh kehidupan 

masyarakat yakni pelayanan pada sektor-sektor strategis dan 

pelayanan yang dampaknya dapat memberikan citra positif 

terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 

(5) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu 

penentuan unit kerja yang melaksanakan reformasi birokrasi 

secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya. 

(6) Prioritas Perangkat Daerah sebagaima dimaksud pada ayat 

(1) huruf e, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas 

masing-masing Perangkat Daerah dan dapat pula dijadikan 

sebagai fokus perubahan bagi Pemerintah Daerah. 

 

BAB III 

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

 

Pasal 6 

 

(1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan proses 

berkesinambungan dan berkelanjutan. 

(2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaima dimaksud pada 

ayat (1) yaitu melakukan konsolidasi bersama dengan 

kelompok kerja guna melakukan pemantapan langkah dan 

strategi yang dilakukan sampai dengan tahun 2023. 

(3)  Langkah-langkah yang disepakati oleh kelompok kerja dalam 

proses konsolidasi berisi program, kegiatan, agenda dan hasil 

Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024. 

 

Pasal 7 

 

(1) RMRB Tahun 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

(2) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 8 

 

RMRB Tahun 2023-2024 digunakan sebagai acuan bagi 

Pemerintah Daerah untuk menyusun dan mengevaluasi 

pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan reformasi 

birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 
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Pasal 9 

 

RMRB dapat dilakukan perubahan menyesuaikan dengan 

dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Tengah. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 10 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 

 
Ditetapkan di Palangka Raya 
pada tanggal 30 Agustus 2023 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 

 

 

 

SUGIANTO SABRAN 

Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal 30 Agustus 2023 

SEKRETARIS DAERAH  

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 

 

 

 

        

 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 31 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 

dari Balai Sertifikat (BSrE) Badan SIBER dan Sandi Negara 



Rencana Aksi Reformat) Birokrasi Tematik 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

Lampiran II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG ROADMAP REFORMASI BIROKRASI 
TAHUN 2023-2024

Permasalahan Sasaran Indikator Terget Rencene Aksi

Output Terget
Janie Kegiatan Aksi 

(terkait atau tidak Unit/Satuan Karja Palakaana

Satuan Indikator T W 1 TW 2 TW  3 TW  4 Total

terkait langsung 
dengan masyerakat/ 
atakholdar utama)

Jumiah Anggaran

Koordinator Palakaana

Perencanaan dan
penganggaran
pangentaaan
liasailalileian .|LKvmwonen masm 
belum terpadu 
Hntas sektor dan 
instanai

Terausunnya
perencanaan
dan
penganggaran 
pangentaaan 
kemlskinan 
yang efektK den 
e fieten

Keaelaratan
perencanaan
penganggaran

100% Peiaktanaan 
pertemuan dalam 
rangka pembahatan 
upaya pananganan 
kemitklnan 2 Kegiatan Jumlah Pertemuan 1 - - 1 2 Tktek terkait 265.199.500 BappedaHtbang BappedaHtbang

Kebijakan 
penggunaan data 
beais keluarga 
mlskin belum 
aecara operational 
dipergunakan 
sebagai intervenai 
program 
pangentaaan 
kemlekinan

Teraedianya
Benih/BIbit,
Pupuk dan Obet
obatan
Tanaman
Hortlkultura

Terpenuhinya
Penyediaan
Benih/Biblt,
Pupuk dan Obat-
obetan
Tanaman
Hortlkultura
(sesuaikan
Pergub)

100% Pengeweeen Mutu. 
Penyedteen den 
Perederan benih/BIblt 
Hortlkultura

9 Kabu paten

Jumiah penyediaan 
benih/bibit, pupuk 
dan obat-obatan 
tanaman 
hortlkultura

- 9 - 9

Tidak terkait lengaung 
(aaaaran output berupa 
kalompok tani, bukan 

personal)

2.131.800.000 Dinas TPHP Dinas TPHP

Kabtjakan 
penggunaan data 
beaia keluarga 
mlekin belum 
aecara operational 
dipergunakan 
aebegal intervenai 
program 
pangentaaan 
kamieklnan

Teraedianya
benlh/bibrt 
temak sapl, 
kamblng, debt 
itik, dan ayam

Terpenuhinya 
pengadaan 
bemh/bibit 
temak tapi, 
kambing, babi, 
itik, dan ayam 
(tetuaikan 
Pergub)

100% Pengadaan Benlh/BIM
Temak yang 
Sumbemya dart 
Daerah Provlnal lain

19.462 ekor

Jumlah pengadaan 
benih/bibit temak 
tapi, kambing. babi, 
itik, den ayam

- - 19.462 - 19462

Tidak terkait langtung 
(taaaran output berupa 
kekxnpok tani, bukan 

personal)

25.966.300.000 Dinas TPHP Dinas TPHP

Perbaikan Rumah 
tidak Layak Huni 
dalam Kawaaan 
Per mukiman dengan 
Luat 10 (eepuiuh) Ha 
tampai dengan di 
bawah 15 (Nma beias) 
Ha

85 Unit Rumah
Jumlah rumah tidak 
layak huni yang 
operand

0 0 0 85 85 Terkait 2.550.000.000 Diepertdmtan Olaparkimtan



Permasalahan Sasaran Indikator Target Rencana Aksi

Output Target
Jenis Kegiatan Aksi 

(terkait atau tidak 
terkait langsung 

dengan masyarakat/ 
stakholder utama)

Jumlah Anggaran
Unit/Satuan Kerja Peiaksana

Satuan Indikator T W 1 TW 2 TW 3 TW 4 Total Koordinator Peiaksana

Masih banyak
masyarakat
miskin yang
belum bisa
meningkatkan
kesejahteraan
hidupnya

masyarakat
miskin untuk
ditingkatkan
ketrampilan
berusaha
untuk
kesejahteraan
keluarga

masyarakat di 
desa yang 
masih 
tertinggal

50 orang

Pelatihan 
Pemberdayaan 
Masyarakat dalam 
Upaya
Meningkatkan 
Ekonomi Keluarga

50 orang

Jumlah Ibu 
Rumah Tangga 
dari Keluarga Pra 
Sejahtera yang 
ditingkatkan 
kapasitas 
keterampilan nya

3 terkait 208.074.498 DPMDes DPMDes DPMDes

Perlunya 
penyelaraskan 
program dan 
kegiatan antar 
Perangkat Daerah 
dalam rangka 
optimalisasl 
pencapaian 
sasaran sesuai 
dengan
kewenangan dan
sinergitas
pelaksanaan
prioritas
pembangunan
daarah

Tindak lanjut
dalam hal
Pemerintah
Provinal
Kalimantan
Tengah telah
memperoleh
data 8y Name
By Address
(BNBA)
Pensasaran
Percepatan
Penghapusan
Kemiskinan
Ekstrem (P3KE)
dari
Kementerian
Koordinator
Bidang
Pembangunan 
Manusia & 
Kebudayaan 
Tahun 2022

tersedianya 
bantuan sosial 
dan subsidi 
yaltu kelompok 
program/kegiata 
n dalam rangka 
mengurangi 
beban
pengeluaran
masyarakat
miskin ekstrem
terlaksanyanya
pemberdayaan
masyarakat
dalam rangka
peningkatan
pendapatan
masyarakat
miskin ekstrem

14 Kab/kota 

14 Kab/kota

Rumuskan
kembali

Indikatornya

Pemberian 
Pendampingan, 
Kemudahan Akses 
llmu Pengetahuan, 
Teknologi dan 
Informasi, Serta 
Penyelenggaraan 
Pendidikan dan 
Pelatihan

1 kegiatan

Jumlah Kegiatan 
Pendampingan, 
Kemudahan Akses 
llmu Pengetahuan, 
Teknologi dan 
Informasi, Serta 
Penyelenggaraan 
Pendidikan dan 
Pelatihan

- 1 - - 1
Penanaman mangrove 

dan kelompok 
masyarakat pesisir

150.000.000 Dinas Keiautan 
dan Perikanan

Dinas Keiautan dan 
Perikanan

Penerbitan Tanda 
Daftar Kapal Perikanan 
berukuran sampai 
dengan 10 GT

2 kegiatan

Jumlah Kegiatan 
dalam rangka 
Penerbitan Tanda 
Daftar Kapal 
Perikanan 
berukuran sampai 
dengan 10GT

- 1 1 - 2 Kartu Kusuka Berkah 2.695.250.000 Dinas Keiautan 
dan Perikanan

Dinas Keiautan dan 
Perikanan

Penyediaan Prasarana 
Pembudidayaan Ikan 
di Laut

1 paket
Dukungan Benih 
dan Pakan kepada 
Pembudidaya Ikan

- - 1 - 1 Kampung Perikanan 
Budidaya 372.000.000 Dinas Keiautan 

dan Perikanan
Dinas Keiautan dan 

Perikanan

Penumbuhan dan 
Pengembangan 
Kelompok Masyarakat 
Pengawas 
(POKMASWAS)

1 kegiatan

Kegiatan
Penumbuhan dan
Pengembangan
Kelompok
Masyarakat
Pengawas
(POKMASWAS)

- - 1 - 1 Pembentukan kelompok 
pengawasan perikanan 175.000.000 Dinas Keiautan 

dan Perikanan
Dinas Keiautan dan 

Perikanan



Permasalahan Sasaran Indikator Target Rencana Aksi

Output Target
Jenis Kegiatan Aksi 

(terkait atau tidak 
terkait langsung 

dengan masyarakat/ 
stakholder utama)

Unit/Satuan Kerja Pelaksana

Satuan Indikator TW1 TW2 TW 3 TW 4 Total Koordinator Pelaksana

Peningkatan 
Partisipasi Perempuan 
di Bidang Politik, 
Hukum, Sosial, dan 
Ekonomi Kewenangan 
Provinsi

25 orang Jumlah Peserta 
Sosialisasi - 25 - - 25 terkait 413.278.473 DP3AP2KB DP3AP2KB

Advokasi Kebijakan 
dan Pendampingan 
Peningkatan 
Partisipasi Perempuan 
dalam Politik, Hukum, 
Sosial, dan Ekonomi 
Kewenangan Provinsi

1 dokumen
Terlaksananya 
Rangkaian kegiatan 
Hari Ibu

- - - 1 1 tidak terkait 103.309.788 DP3AP2KB DP3AP2KB

Advokasi kebijakan 
dan Pendampingan 
Layanan Perlindungan 
Perempuan 
Kewenangan Provinsi

30 orang Jumlah Peserta - - 30 - 30 terkait 549.797.102 DP3AP2KB DP3AP2KB

Pengembangan 
Kegiatan Masyarakat 
untuk Peningkatan 
Kualitas Keluarga 
Kewenangan Provinsi

2 kab/kota Jumlah
Kabupaten/Kota - 2 - - 2 tidak terkait 75.974.227 DP3AP2KB DP3AP2KB

Advokasi Kebijakan 
dan Pendampingan 
Pemenuhan Hak Anak 
pada Lembaga 
Pemerintah, Non 
Pemerintah, Media dan 
Usaha Kewenangan 
Provinsi

1 dokumen

Dokumen 
Penyelenggaraan 
Kegiatan Advokasi 
Kebijakan dan 
Pendampingan 
Pemenuhan Hak 
Anak pada 
Lembaga 
Pemerintah, Non 
Pemerintah, Media 
dan Dunia Usaha

- - 1 - 1 tidak terkait 500.000.000 DP3AP2KB DP3AP2KB



Permasalahan Sasaran Indikator Target Rencana Aksi

Output Target
Jenis Kegiatan Aksi 

(terkait atau tidak 
terkait langsung 

dengan masyarakat/ 
stakholder utama)

Unit/Satuan Kerja Pelaksana

Satuan Indikator TW1 TW 2 TW 3 TW 4 Total
Jumlah Anggaran

Koordinator Pelaksana

Pelaksanaan Fasilitasi, 
Pembimbingan, 
Pengembangan, dan 
Penguatan Penyiapan 
Pengasuhan 1000 
HPK

1 dokumen

Dokumen 
Pelaksanaan 
Kegiatan Sosialisasi 
1000 Hari Pertama 
Kehidupan

- - - 1 1 tidak terkait 2.000.000.000 DP3AP2KB DP3AP2KB

Penyediaan Pangan 
Berbasia Sumber Daya 
Lokal

3 kelompok

Kelompok ibu 
Menyusui dan Ibu 
Hamil yang 
Mengikuti Kegiatan 
dan Jumlah 
Kelompok Wanita 
Pangan Lokal

- 2 1 - 3

Berkaitan langsung 
dengan masyarakat 

namun hanya berupa 
sosialisasi dan edukasi 
tentang makanan yang 

berbasls B2SA 
(Beragam, Bergizi 

Seimbang dan Aman)

85.000.000 Dinas Ketahanan 
Pangan

Dinas Ketahanan 
Pangan

Pembangunan Sarana 
Penyediaan Tenaga 
Ustrik belum 
Berkembang, Daerah 
Terpencil dan 
Pedeaaan

100%

a ) penggunaan 
energi yang 
bersumber dari 
energi baru 
terbarukan;
b) Rasio 
Elektrifikasi; 
o) Rasio Desa 
Berlistrik

- - - - -
Berkaitan langsung 
dengan masyarakat 26.345.085.130 Dinas ESDM Dinas ESDM

Pemberian bantuan 
pendidikan

5.000 orang

Jumlah penerima 
Bantuan Pendidikan 
(BIDIKMISI 
KALTENG 
BERKAH)

■ - -

7.500 (rencana
penerima
bantuan menjadi
lebih banyak,
namun jumlah
bantuan
perorang
berkurang
menyesuaikan
pagu yang
tersedia)

7.500
terkait langsung dengan 

masyarakat (peserta 
didik)

15.000.000.000 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

i



Permasalahan Sasaran Indikator Target Rencana Aksi

Output Target
Jenis Kegiatan Aksi 

(terkait atau tidak 
terkait langsung 

dengan masyarakat/ 
stakholder utama)

Unit/Satuan Kerja Pelaksana

Satuan Indikator TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Total Koordinator Pelaksana

Pertumbuhan 
UMKM kita 
semakin tahun 
semakin 
bertambah tapi 
masih terkendala 
modal usaha. Para 
pelaku usaha 
mungkin saja 
memiliki banyak 
Ide bisnis untuk 
mengembangkan 
usahanyatapi 
sering terhenti dl 
tengah jalan 
karena tldak ada 
modal tambahan. 
Banyak pelaku 
usaha klta yang 
kesulitan untuk 
mendapatkan 
modal tambahan 
dan lembaga 
keuangan 
dlkarenakan 
banyaknya 
persyaratan yang 
belum terpenuhl.

Pelaku UMKM 
di 14

Kabupaten/
Kota

Jumlah Bantuan 
Hibah Barang 
Alat Pendingin ( 
Kulkas/Freezer) 
kepada Nelayan 
dl Kabupaten

10

Menumbuhkembangka 
n UMKM untuk 
menjadi usaha yang 
Tangguh dan mandiri 
sehingga dapat 
meningkatkan 
Penciptaan Lapangan 
Kerja, Pemerataan 
Pendapatan, 
Pertumbuhan Ekonomi 
dan Pengentasan 
Kemiskinan

Unit

Jumlah Bantuan 
Hibah Barang Alat 
Pendingin ( 
Kulkas/Freezer) 
kepada Nelayan di 
Kabupaten Kobar

- 3 4 3 10 Terkait 50.000.000 Diskop UKM Diskop UKM

Jumlah Bantuan 
Hibah Barang 
kepada 
Komunitas 
Pelaku Usaha 
Mlkro dl Kota 
Palangka Raya

8 Unit

Jumlah Bantuan 
Hibah Barang 
kepada Komunitas 
Pelaku Usaha Mikro 
di Kota Palangka 
Raya

1 2 3 2 8 Terkait 50.000.000 Diskop UKM Diskop UKM

Jumlah Bantuan 
Gerobak bagl 
Pelaku Usaha dl 
14 Kabupaten/ 
Kota Prov 
Kalteng

1.910 Paket

Jumlah Bantuan 
Gerobak bagl 
Pelaku Usaha di 14 
Kabupaten/ Kota 
Prov Kalteng

477 478 478 477 477 Terkait 9.550.000.000 Diskop UKM Diskop UKM

Jumlah Bantuan
Hibah Uang
Kepada
Koperasl di
Kabupaten
Kotawaringin
Timur

1 Unit

Jumlah Bantuan 
Hibah Uang Kepada 
Koperasi dl 
Kabupaten 
Kotawaringin Timur

- - 1 1 Terkait 250.000.000 Diskop UKM Diskop UKM

Jumlah Bantuan 
Sosial Uang 20.000 Orang Jumlah Bantuan 

Sosial Uang 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Terkait 12.000.000.000 Diskop UKM Diskop UKM

Jumlah 
Masyarakat 
Kurang Mampu 
yang beraaal 
dari Koperasi 
dan atau 
Anggota 
Koperasi

4.631
Subsidi Pasar Murah 
Bagi Mayarakat 
Kurang Mampu

orang

Jumlah Masyarakat 
Kurang Mampu 
yang berasal dari 
Koperasi dan atau 
Anggota Koperasi

- - 2316 2315 4631 Terkait 9.744.385.000 Diskop UKM Diskop UKM



Permasalahan Sasaran Indikator Target Rencana Aksi

Output Target
Jenis Kegiatan Aksi 

(terkait atau tidak 
terkait langsung 

dengan masyarakat/ 
stakholder utama)

Jumiah Anggaran
Unit/Satuan Kerja Pelaksana

Satuan Indikator TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Total Koordinator Pelaksana

Masih Adanya 
masyarakat yang 
BABS

Rumah Tangga 
yang belum 
memiliki WC

Persentase 
Rumah Tangga 
yg memiliki 
akses sanitasi 
layak

76% Mengubah kebiasaan 
masyarakat yang 
menggunakan jamban 
beralih ke WC serta 
mengurangi 
pencemaran di sungai

27 Unit

Jumiah
Pembangunan 
Tangki Septik Skala 
Individual Desa 
Jelai Kec. Jelai 
Kab. Sukamara. 
Kab. Sukamara

0 350.000.000 350.000.000 300.000.000 1.000.000.000 Terkait 1.000.000.000 Dinas PUPR Dinas PUPR

31 Unit

Jumiah 
Pembangunan 
Tangki Septik Skala 
Individual di Desa 
Tanjung Harapan 
Kab. Kapuas

0 350.000.000 350.000.000 300.000.000 1.000.000.000 Terkait 1.000.000.000 Dinas PUPR Dinas PUPR

Masih Adanya 
masyarakat yang 
belum memiliki 
sumber air minum 
yang layak

Rumah Tangga 
yang belum 
memllki akses 
air minum 
perpipaan

Persentase 
Rumah Tangga 
yg memiliki 
akses air minum 
layak

95,28% Tersedianya air minum 
yang layak bagi 
masyarakat

1 Unit

Jumiah Perluasan 
SPAM Jaringan 
Perpipaan di 
Kabupaten Barito 
Timur

0 667.000.000 667.000.000 666.000.000 2.000.000.000 Terkait 2.000.000.000 Dinas PUPR Dinas PUPR

1 Unit

Jumiah Perluasan 
SPAM Jaringan 
Perpipaan di 
Kabupaten 
Kotawaringin Timur

0 350.000.000 350.000.000 300.000.000 1.000.000.000 Terkait 1.000.000.000 Dinas PUPR Dinas PUPR

Masih rendahnya 
kompetensi tenaga 
kerja

Terlaksananya 
kegiatan 
peningkatan 
kompetensi 
bagi pencari

JumlahTenaga 
Kerja yang 
Mendapat 
Pelatihan Kerja

1010 orang terkalt Peningkatan 
Ketrampilan Kerja

1010 orang Jumiah Tenaga 
Kerja yang 
Mendapat 
Pelatihan Kerja

20 430 540 20 1.010 Terkait 6.833.671.800 Disnakertrans Disnakertrans

Minimnya kegiatan 
pelatihan 
keterampilan 
kawirausahaan 
yang dilaksanakan 
oleh pemerintah 
bagi pemuda

Terlaksana
kegiatan
pelatihan
keterampilan
kewirausahaan
bagi pemuda

Kegiatan
kewirausahaan
pemuda

3 kegiatan Pelaksanaan kegiatan- 
kegiatan
kewirausahaan bagi 
pemuda oleh Dispora 
Kalteng 3 kegiatan

Jumiah kegiatan 
kewirausahaan bagi 
pemuda yang 
dilaksanakan oleh 
Dispora Kalteng

1 1 1 - 3 Tidak Terkait Langsung 300.000.000 Dispora Dispora



Permasalahan Sasaran Indikator Target Rencana Aksi
Output Target

Jenis Kegiatan Aksi 
(terkait atau tidak 
terkait langsung 

dengan masyarakat/ 
stakholder utama)

Jumlah Anggaran

Unit/Satuan Kerja Pelaksana

Satuan Indikator TW1 TW 2 TW 3 TW 4 Total Koordinator Peiaksana

Masih banyaknya 
pelaku usaha 
ekonomi kreatif 
yang belum 
lersertifikasi

Pelaku usaha 
Ekonomi Kreatif

Jumlah Orang 
yang Mengikuti 
Fasilitasi 
Sertifikasi 
Kompetensi bagi 
pelaku usaha 
Ekonomi Kreatif

1 Kegiatan

Peningkatan 
Ketrampilan SDM 
pariwisata & ekonomi 
kreatif

35 Orang - - - 150.000.000 150.000.000

tidak terkait langsung 
(Merupakan kegiatan 
yang didanai APBD 
Mumi. Tujuan nya 
memberikan pelatihan 
dan sertifikasi profesi 
pada pelaku usaha 
Ekonomi Kreatif dari 
sub sektor Kuliner)

150.000.000 Disbudpar (APBD) Disbudpar (APBD)

Orang, Keluarga, 
Kelompok dan atau 
Masyarakat yang 
tidak mempunyai 

sumber mata 
pencaharlan dan 

tidak dapat 
memenuhi 

kebutuhan yang 
layak bagi 

kemanusiaan

Fakir Miskin Jumlah Orang
Mendapatkan
Bantuan
Pengembangan
Ekonomi
Masyarakat
(Pergub belum
keluar masih
menunggu
dalam prosos)

100% Bantuan Sosial Usaha 
Ekonomi Produktif 
ditujukan kepada 
masyarakat miskin 
yang telah terdaftar 
dalam Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial 
(DTKS) yang sudah 
menjalankan usaha, 
tetapi masih 
membutuhkan bantuan 
permodalan untuk 
pengembangan usaha 
lebih lanjut demi 
memenuhi kebutuhan 
hidup dan peningkatan 
taraf hidup serta 
kesejahteraan keluarga

100.180 Fakir Miskin 25.045 25.045 25.045 25.045 100.180
Fasilitasi Bantuan 
Pengembangan 
Ekonomi Masyarakat

80.800.000.000 Dinas Sosial Dinas Sosial

Keluarga 
Kurang Mampu

Jumlah 
Keluarga 
Penerima 
Manfaat yang 
mendapatkan 
Bantuan Sosial 
Kesejahteraan 
Sosial
(PerMensos No. 
1 Tahun 2018)

100% Bantuan Sosial yang 
ditujukan kepada 
Keluarga dibawah 
garis kemiskinan yang 
telah terdaftar dalam 
Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial 
(DTKS) masih 
membutuhkan bantuan 
sosial deml memenuhi 
kebutuhan hidup dan 
peningkatan taraf 
hidup serta
kesejahteraan keluarga

220 Keluarga 55 55 55 55 220
Fasilitasi Bantuan 

Sosial Kesejahteraan 
Keluarga

350.000.000 Dinas Sosial Dinas Sosial



Permasalahan Sasaran Indikator Target Rencana Aksi

Output Target
Jenis Kegiatan Aksi 

(terkait atau tidak 
terkait langsung 

dengan masyarakat/ 
stakholder utama)

Jumlah Anggaran

Unit/Satuan Kerja Pelaksana

Satuan Indikator TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Total Koordinator Pelaksana

Ming)
1. Persentase 
Stunting 
Kalimantan 
Tengah pada 
Tahun 2021 27,4 
pada Tahun 2022 
sebesar 26,9 
persen.
2. Perkawinan 
Usia Anak di 
Kalimantan 
Tengah 15,47 
(Nasiona! 9,23). 
Kalimantan 
Tengah menempati 
urutan ketiga di 
Indonesia.
3. Kekerasan Pada 
Perempuan di 
Kalteng Tahun 
2022 14,71 %, 
Kekerasan pada 
Anak di 
Kalimantan 
Tengah tahun 
2022 1,68%

Peningkatan
komunikasi
perubahan
perilaku dan
pemberdayaan
masyarakat.khu
susnya pada
kelompok
sasaran
percepatan
penurunan
Stunting antara
lain:
a. remaja;
b. calon 
pengantin;
c. ibu hamil;

Terlaksananya
kampanye
pencegahan
Stunting.

Target 
nasional 

yang harus 
dicapai 

sebesar I4% 
(empat belas 
persen) pada 
tahun 2024. 
Sedangkan 

untuk 
Kalimantan 

Tengah 
target 

sebesar 
19,38 pada 

Tahun 2023 
dan 15,38 % 
pada Tahun 

2024

1. Pendataan Hasil 
Survey Percepatan 
Penurunan Stunting
2. Promosi 
Pencegahan 
Perkawinan Usia Anak 
dan Stunting.
3. Pemberdayaan 
Keluarga Beresiko 
Stunting dengan 
Pendekatan Ibu dan 
Anak
4. Kolaborasi jejaring 
kemltraan pemerintah, 
swasta dunia usaha , 
akademisi, tokoh 
agama, tokoh adat dan 
media.
5. Melaksanakan 
kampanye

14 Kab/ Kota

Terlaksananya 
Upaya Perubahan 
Perilaku di 
masyarakat

76.885.511 976.963.992 631.601.634 314.548.863 2.000.000.000

Pelaksanaan Fasilitasi, 
Pembimbingan, 
Pengembangan dan 
Penguatan Penyiapan 
Pengasuhan 1000 HPK

- Pertemuan Pendataan 
Stunting
- Sosialisasi 
Pencegahan PUA 
Sosialisasi 1000 HPK
- Pengembangan Media 
dan Materi KIE
- Pertemuan Evaluasi 
Stunting dan PUA
- Monitoring dan 
Evaluasi Stunting

3.826.895.631

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Periindungan
Anak,
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana

Peningkatan
Perekonomian
Perempuan 41.278.439

Bimbingan Usaha Bagi 
Perempuan Industri 
Rumahan

Percepatan Penurunan 
Stunting melalui 
Pengembangan Desa 
Ramah Perempuan 
dan Anak (DRPPA)

79.584.101 79.584.101

Advokasi
Pengembangan Desa 
Ramah Perempuan dan 
Peduli Anak (DRPPA)

Advokasi Posyandu 
dalam Rangka 
Gerakan Sayang Ibu
(GSI)

133.584.909 133.584.909

Monitoring dan Evaluasi 
Pelaksanaan Gerakan 
Sayang Ibu (GSI)

Pencapaian 
Kabupaten/ Kota Layak 
Anak di Kalimantan 
Tengah

250.000.000 250.000.000 500.000.000

Advokasi Kebijakan dan 
Pendampingan 
Pemenuhan Hak Anak 
pada Lembaga 
Pemerintah, Non 
Pemerintah, Media dan 
Dunia Usaha 
Kewenangan Provinsi

Layanan dan 
perlindungan 
Perempuan dan Anak 
di kalimantan Tengah 278.431.655 278.431.655 278.431.655 278.431.655 1.113.726.621

Pendampingan dan 
layananan serta 
penguatan lembaga 
layanan UPTD PPA 
yang telah memiliki 
SPM



Permasalahan Sasaran Indikator Target Rencana Aksi

Output Target
Jenis Kegiatan Aksi 

(terkait atau tidak 
terkait langsung 

dengan masyarakat/ 
stakholder utama)

Jumlah Anggaran
Unit/Satuan Kerja Pelaksana

Satuan indikator TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Total Koordinator Pelaksana

Tema Investasi HHIHUHi
Standar
Pelayanan, Budaya 
Pelayanan Prima, 
Pengelolaan 
Pengaduan, 
Penilaian 
Kepuasan 
terhadap 
Pelayanan, dan 
Pemanfaatan 
teknologi Informasl 
belum terlaksana 
dengan baik

Terlaksananya
survey
kepuasan
masyarakat

Jumlah 
Dokumen 
Laporan IKM

4 Dokumen Melakukan survey 
kepuasan masyarakat, 
menginvetarisir 
mengolah dan 
menyusun Laporan 
IKM per Triwulan

Jumlah Dokumen Laporan IKM 1 1 1 1 4 kali

Belanja Barang Pakai 
Habis kegiatan 
Koordinasi dan 
Fasilitasi Pengaduan 
Perizinan dan Non 
Perizinan

881.300

Dinas Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 

Terpadu Satu 
Pintu

Dinas Penanaman 
Modal dan 

Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu

Terlaksananya 
Forum PTSP 
Se Kalimantan 
Tengah

Jumlah
Dokumen
Kegiatan

1 Dokumen Melaksanakan 
kegiatan Forum PTSP 
Se Kalimantan Tengah Jumlah Dokumen

Laporan Forum 
PTSP Se

Kalimantan Tengah
1 1 kali

Forum PTSP Se 
Kalimantan Tengah

38.800.000

Terlaksananya 
layanan 
perizinan 
berusaha dan 
non perizinan 
lanosuno

Jumlah
Kegiatan

2 Kali Melaksanakan 
Perizinan On-Site di 
Kabupaten/Kota 
dengan OPD Teknis 
terkait

Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan 
Perizinan On-Site 1 1 1 1 4 kali

Perizinan On-Site

138.530.000

Tersedianya 
dokumen Peta 
Potensi

Jumlah
Kegiatan

5 Dokumen Melaksanakan 
Perizinan On-Site di 
Kabupaten/Kota 
dengan OPD Teknis 
terkait Jumlah Dokumen Pembuatan Peta 

Potensi 1 1 2 1 5 Lokasi

Penyusunan Peta 
Potensi

1.000.000.000

Tema Inflasi _____________
Inflasl yang selalu
fluktuaktlf/selalu
berubah

Terkendalinya 
inflasi agar 
tetap stabil

Meningkatnya
Pengelolaan
Kebijakan
Perekonomian

6,0 - 7,0 Melaksanakan 
koordinasi, 

sinkronisasi dan 
monitoring dengan 

dinas terkait Persentase
Persentase 

Pertumbuhan 
Ekonomi (PDRB)

6,0 - 6,25 6,25 - 6,45 6,45 - 6,75 6,75 - 7,0 6,0 - 7,0

Melakukan kegiatan 
pasar murah di setiap 

kab/kota
750.000.000 Biro

Perekonomian Biro Perekonomian

Anggaran yang 
terbatas untuk 
penanganan inflasi

Meningkatkan 
daya beli 
masyarakat

Alur distribusi yang 
terlalu jauh karena 
hampir semua 
bahan pokok 
berasal dari luar 
pulau Kalimantan 
Tengah

Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi

3,96-4,96

Persentase Laju Inflasi 3,5 - 3,85 3,85 - 4,0 4,0-4,5 4,5 - 4,9 3,96 - 4,96Menstabilkan
harga



Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No Kegiatan Utama Indikator KU
Target

Rencana Aksi
Output Target Penyelesaian

Jum lah
Unit/Satuan Kerja  

Pelaksanaan
Tahunan 2023

Satuan Indikator TW 1 TW  2 TW  3 TW4 Total
Anggaran

Kordinator Pelaksana

i Penyederhanaan
B irokras i
(P enyederhanaan 
S truk tu r 
O rg a n isa s i)/ 
tra n s fo rm a s i 
o rgan isa s i be rbasis  
k inerja  dan ag ile

Tersusunnya 
Pera turan G ub ern ur 
ten tang kedudukan 
O rgan isasi, 
Tugas.F ungs i dan 
Tata Kerja  
P erangkat Daerah 
(P ergub n o m o r 37 
Tahun 2022)

-

P e laksan aan  pe lan tikan  ja b a ta n  
s tru k tu ra l da rl has il pe nye ta raan  
ja b a ta n  ked a lam  ja b a ta n  fu n g s io n a l

Jaba tan 1 D okum en
P era tu ran
D aerah

- - - - 402 - B iro  O rg an isas i
S e m u a
p e ra n g k a t
da e rah

2 P elaksanaan 
S is tem  Kerja  B aru 
dengan m odel 
fleks ibe l bagi 
P egaw ai A SN

D iterapkannya 
S istem  K erja  Baru 
yang fleks ibe l bagi 
A S N  lingkup 
P em erin tah 
P rovinsi
K a lim an tan  Tengah 
dalam  pe laksanaan  
tugas S eha ri-ha ri

T e rlaksan anya
s is tem  kerja
baru lingkup
P em e rin tah
P rov ins i
K a lim an tan
Tengah

M e ranca ng  d ra ft re gu las i P e ra tu ran  
G u b e rn u r da n  m e la kukan  
h a rm o n isa s i d i B iro  H ukum

D okum en 1 D okum en
P era tu ran
G u b e rn u r

25 50 25 - 1 1 5 0 .00 0 .00 0 B iro  O rg an isas i
S e m u a
p e ra n g k a t
daerah



No Kegiatan Utama Indikator KU
Target

Tahunan 2023
Rencana Aksi

Output Target Penyelesaian
Jum lah

Anggaran

Unit/Satuan Kerja  
Pelaksanaan

Satuan Indikator TW  1 TW  2 TW  3 TW4 Total Kordinator Pelaksana

3 Pelaksanaan 
A rs ite k tu r S PBE 
N asiona l

Penyusunan 
K ebijakan 
A rs itek tu r S PBE

k e b ija ka n  S PBE
m e ngen a i
( a rs ite k tu r
da n  peta
rencana ,
m a na jem en
data,
pe m b a n g u n a n
ap lika s i,
layan an
ja r in g a n  in tra
pe m erin tah ,
in te rna l
penggu naa n
s is te m
pe nghubung
layan an
pe m erin tah ,
kea m ana n
in fo rm a s i, aud it

I1 K 1 ___________

M enetapkan keb ija ka n  in te rna l 
A rs ite k tu r S P B E  yang  m e m ua t 
secara  lengkap  penga tu ra n  
m engena i re fe rens i A rs ite k tu r dan 
do m a in  A rs ite k tu r S P B E  (P roses 
B isnis,
D ata  da n  In fo rm a s i, In fra s tru k tu r 
SPBE, A p lik a s i S P B E , K eam anan  
SPBE, dan Layanan  S PB E ).

keb ijakan
in te rna l

A rs ite k tu r
S PB E

(P ergub ,S K ,
S O P )

-  A rs ite k tu r 
P roses 
B isn is
-  A rs ite k tu r 
Layanan
- A rs ite k tu r 
Data
- A rs ite k tu r 
A p lik a s i
-  A rs ite k tu r 
In fra s tru k tu r
-  A rs ite k tu r 
K eam anan

12 .660 .609 520 .339 .391 0 0 53 3 .0 0 0 .0 0 0 94 7 .4 8 7 .0 0 0

D inas
K om u n ikas i 
In fo rm a tika , 
P ersa nd ian  dan 
S ta tis tik

S e m u a
p e ra n g k a t
da e rah

4 P elaksanaan 
S is tem  
A kun ta b ilitas  
K inerja  Instansi 
P em erin tah  yang 
te rin teg ras i

M en ingka tnya 
Indeks S AK IP

BB (1 ) M e lakukan  re v iu  a ta s  rum usan  
tu juan , sasa ran  s tra teg is , dan 
ind ika to r k ine rja  u n tu k  m e ngaw a l 
pencapa ian  k ine rja  pe rencanaan  
tin g k a t pe m erin tah  daerah  un tuk  
m e m astikan  bahw a pe rencanaan 
yang d isusu n  d a p a t be ro rien tas i 
pada hasil
(2 ) M e lakukan  id e n tifika s i te rhad ap  
po tens i c ro sscu ttin g  de ngan 
m e ngacu  pada casca d in g  k inerja  
yang  d im ilik i, serta  m e nga itka nnya  
dengan tu g a s  dan fu n g s i PD
(3 ) M e lengkap i d o kum en  IKU 
tin g k a t P em e rin tah  D aerah 
m aupun  P D  de ngan  m e la m p irka n  
de fin is i o p e ras io na l, fo rm u la s i 
pe rh itungan , dan s u m b e r data 
yang  va lid

N ila i N ila i S is tem
A k u n ta b ilita s
K inerja
Ins tans i
P em e rin tah
(S A K IP )

- - - BB BB 15 0 .00 0  000 B iro  O rg an isas i
S e m u a
p e ra n g k a t
da e rah



No Kegiatan Utama Indikator KU
Target

Tahunan 2023
Rencana Aksi

Output Target Penyelesaian
Jum iah

Anggaran

Unit/Satuan Kerja 
Pelaksanaan

Satuan Indikator TW  1 TW  2 TW  3 TW4 Total Kordinator Pelaksana

5 Pelaksanaan 
P e layanan P ub lik  
D ig ita l

Jum iah sub  do m a in  
kalteng. go .id

Jum ia h
s itus /w e b  dan
ap likas i
Lem baga
P em erin tah
yang
M enggunakan  
S ub D om a in  
P em erin tah  
K a lim an tan  
Tengah 
(ka lteng .go .id )

1. S o s ia lisa s i da n  im p le m en tas i 
P e rm e n ko m in fo  5 Tahun  2015 
ten tang  R e g is tra r N a m a  D om a in  
Ins tans i P enye le ngg a ra  N egara 
d o m a in  ins ta ns i negara
2. S o s ia lisa s i dan im p le m en tas i 
P ergub  No. 24  Ta hun  20 2 2  Tentang 
S P B E  P rov ins i 3. 
P em b erian  edukas i dan layanan 
p e m berian  sub  d o m a in  ka lteng .go .id

R ekap  dan 
lapo ran  
ta h u n a n

Ju m ia h  s itus 
w eb  dan 
ap lika s i yang 
d ibe ri sub 
do m a in  
ka lte ng .g o .id

2 4 .0 0 0 .0 0 0 36 .000 .000 3 6 .000 .000 24 .00 0 .0 0 0 12 0 .000 .000 12 0 .000 .000

D inas
K om u n ikas i 
In fo rm a tika  
P ersa nd ian  dan 
S ta tis tik

D inas
K om u n ikas i 
In fo rm a tika  
P ersand ian  
dan S ta tis tik

6 P em bangunan  
Z o na  In teg ritas  di 
un it kerja

Jum iah U n it Kerja  
yang
m em bangunan 
Zona In teg ritas

12 U n it Kerja 1. M e lakukan  P e nd am p in gan  U n it 
kerja

U n it kerja 12

3 3 3 3 12

169 .920 .000 Insp ek to ra t
S em u a
p e rang ka t
daerah2. E va luas i U n it kerja 12

3 3 3 3 12

7 P enguatan
im p lem en tas i
s istem
pengenda lian  
in te rn pem erin tah  
(S P IP )

T ingkat K epa tuhan  
P elaksanaan S P IP  
di SKPD

75% M o n ito rin g  da n  E va luas i serta 
m e la ksana kan  T in d a k  Lan ju t

U n it kerja 38

8 10 10 10 36 3 0 .000 .000 Insp ek to ra t
S em ua
pe rang ka t
daerah



No Kegiatan Utama Indikator KU
Target

Rencana Aksi
Output Target Penyelesaian

Jum lah
Unit/Satuan Kerja 

Pelaksanaan
Tahunan 2023

Satuan Indikator TW  1 TW  2 TW  3 TW4 Total
Anggaran

Kordinator Pelaksana

8 Penguatan
P engelo laan
P engaduan
M asyaraka t

SP4N -  LA P O R 1 K ebijakan
ten tang
P enge lo laan
Pengaduan
M a sya raka t di
P rov ins i
K a lim an tan
Tengah

1. M enyusun  P ergub ten tang  
P eng e lo laa n  P engaduan  M a sya ra ka t 
d i P rov ins i 
K a lim a n ta n  Tengah

1. Pergub, 
SK, S O P

1. a. P edom an 
P enge lo laan  
P engaduan  
m e la lu i S P 4N - 
LA P O R 1. D ra ft 

P ergub
1. D ra ft 
P ergub

1. D ra ft 
P ergub

1. P ergub

1. Pergub 
P enge lo laan 
Pengaduan 

M a sya raka t d i 
P rov ins i 

K a lim an tan  
Tengah

1 5 3 .54 7 .96 0

D inas
K om u n ikas i 
In fo rm a tika , 
S ta tis tik  dan 
P ersand ian

Le ad ing  se c to r
pe la yana n
pu b lik

2. P enye lesa ian  
P engaduan 
M a syaraka t 
yang
d isam pa ika n  
m e la lu i P orta l 
S P 4 N -LA P O R

2. M e lakukan  m o n ito rin g  seca ra  
be rka la  a tas penye lesa ian  
pe ngad uan  m a sya ra ka t m e la lu i 
P o rta l S P 4 N - LA P O R

2. Laporan 
B u lanan

b. S O P  
m e ka n ism e  
penge lo laan  
S P 4 N - LA P O R

2. Lap. 
T riw u la n  1

2. Lap 
T riw u lan  

II

2. Lap. 
T r iw u la n  III

2. Lap. 
T riw u lan  IV

2. Laporan 
Tahunan  

P enge lo laan 
pengaduan 

m e la lu i S P 4N - 
LA P O Rc. SK

P enge lo la
S P 4 N -LA P O R

d. S K  P e jaba t 
P enghubung

2. T in gka t 
penye lesa ian  
P engaduan  
M a sya raka t

9 P enguatan U paya
P encegahan
Korupsi

Te rcap a lnya  ju m la h  
A S N  P rov ins i yang 
m eng iku ti
P enyu luhan  A nti 
K orupsi dan 
S os ia lisas i U P G

120 orang P e nyu lu han  A n ti K o rups i dan 
S o s ia lisa s i UPG

orang 120

30 30 30 30 120 1 5 1 .10 0 .00 0 Insp ek to ra t
S em ua

pe rang ka t
daerah

10 P elaksanaan Tata 
K elola Kebijakan 
P ub lik

Indeks K ua litas  
K ebijakan

20  kasus /  
pe rkara

P e rencanaan  K eb ijakan K egiatan A genda  
S e tting  dan 
Fo rm u las ! 
K eb ijakan

4 6 4 6 20 1 .0 08 .7 27 .3 59 B iro  H ukum
S em ua

pe rang ka t
daerah



No Kegiatan Utama Indikator KU Target
Rencana Aksi

Output Target Penyelesaian
Jum lah

Unit/Satuan Kerja  
Pelaksanaan

Tahunan 2023
Satuan Indikator TW  1 TW  2 TW  3 TW 4 Total

Anggaran
Kordinator Peiaksana

11 P elaksanaan
P em bentukan
Pera turan
P erundangan -
undangan

Indeks R e fo rm as i 
H ukum

10 R anperda M e la ksana kan  pe nyusun an  P roduk 
H ukum  yang  im p le m e n ta tif dan tid a k  
be rten tang an  dengan  pe rund ang - 
undangan , T e rw u ju d n ya  P rog ram  
P em b entukan  Perda

R anca nga n
P era tu ran

Daerah

3 3 2 2 10

50 R anpergub R ancangan
P era tu ran
G u b e rn u r

10 15 15 10 50

750 R ankepgub M e laksanakan  penyusunan  
K epu tusan  G u b e rn u r yang 
Im p le m e n ta tif dan tid a k  
be rten tang an  dengan  P era turan 
P eru ndan g -u nda ngan

R ancangan
K epu tusan
G u b e rn u r

150 200 200 200 750 1 .6 44 .9 47 .2 09 B iro  H ukum
S e m u a

p e ra n g ka t
da e rah

K ata log M e laksanakan  pe na taan  dan 
penge lo laan  serta  penyeba rluasan  
in fo rm as i hukum  m e la lu i penyed iaan 
sa rana  dan p rasa ra na  hukum

K ata log

- - - 300 - 300

D okum en D okum en

- - - - 1 1

Buku Buku

- - - 300 - 300

12 P e laksanaan  A rs ip  
D ig ita l

Te rcapa inya ju m la h  
O P D  yang 
m enerapkan s is tem  
a rs ip  d ig ita l

46 O P D P e la tihan  pe nggunaan  ap lika s i a rs ip  
d ig ita l S rikand i

O P D M e n ingka tnya  
penge lo laan  
a rs ip  d ig ita l 

S rikand i 0 5 20 21 46 80 .000 .000
D inas

P erpustakaan 
dan A rs ip

S e m u a
p e ra n g ka t

da e rah



No Kegiatan Utama Indikator KU
Target

Tahunan 2023
Rencana Aksi

Output Target Penyelesaian
Jum lah

Anggaran

Unit/Satuan Kerja 
Pelaksanaan

Satuan Indikator TW  1 TW  2 TW  3 TW4 Total Kordinator Pelaksana

13 P e laksanaan  Data 
S ta tis tik  S ektora l

Pengadaan T e pa t 
W aktu

- - - - - - - - - - -
S em ua

pe rang ka t
daerah

14 P enguatan 
Pengadaan B arang 
dan Jasa 
P em erin tah

Tersed ianya s is tem  
layanan secara  
e lektron ik

100% P rog ram  K eb ijakan  da n  P e layanan 
P engadaan  B arang  dan Jasa

P erse n tase

(% )

M en ingka tkan  
K ua litas  

P engadaan  
B ara ng  dan 

Jasa

100% 100% 100% 100% 100%

3.7 70 .3 16 .0 01

B iro
P engadaan  
B arang  dan 

Jasa

B iro
P engadaan  
B ara ng  dan 

Jasa
100% P ersen tase

(% ) 100% 100% 100% 100% 100%

15 P enguatan 
P enge lo laan 
K euangan dan 
A set

C apaian
A kun ta b ilitas
Keuangan

W T P P rog ram  P enge lo laan  B arang  M ilik  
Daerah

W T P /W D P /
T id a k

W a ja r / TM P

O p in i B PK

W T P 2 .5 8 5 .6 4 8 .6 7 8
B adan

K euangan  dan 
A s e t D aerah

S em ua
pe rang ka t

daerah

16 P ena taan Jaba tan  
F ungs iona l

Terb itnya S ura t 
Keputusan Jaba tan  
Fungsional di 
P em erin tah 
P rovinsi
K a lim an tan Tengah

60 0  D okum en P elayanan  P ene rb itan  S u ra t 
K epu tusan  P engangka tan , Kena ikan 
dan P em b erhe n tian  Jab a tan  
F ungs iona l

D okum en S ura t
K epu tusan

- - - 600 3 4 ,430 ,200
B adan

K epegaw a ian
D aerah

S em u a
p e rang ka t

daerah

17 P enguatan 
M ana jem en 
Ta len ta  A S N

P ersentase P eserta  
Pelatihan D asar 
(LATSA R ) C P N S  
dan Pelatihan 
K epem im pinan 
yang lu lus  dengan 
predikat 
m em uaskan

85% P e laksan aan  K eg ia tan  P e la tihan  
D asa r (L A T S A R ) C P N S  dan 
P e la tihan  K epe m im p in a n

A ngka tan 21

0 10 3 8 21 10.386.880.000

B adan
P eng em ba nga n  
S u m b e r D aya 

M a nus ia

S em u a
pe ra n g ka t

da e rah

Persentase P eserta  
Pelatihan U rusan 
P em erin tahan 
daerah SDM  
A pa ra tu r yang  lu lus 
post test

85% P e laksanaan  K eg ia tan  P e la tihan 
U rusan  P em e rin tah an  D aerah SDM  
A p a ra tu r

keg ia tan 8

2 3 3 0 8 7 3 6 .23 1 .00 0

B adan
P eng em ba nga n  

S u m b e r D aya 
M anus ia

S em u a
pe ra n g ka t

da e rah



No Kegiatan Utama Indikator KU
Target

Rencana Aksi
Output Target Penyelesaian

Jum iah
Unit/Satuan Kerja  

Pelaksanaan
Tahunan 2023

Satuan Indikator TW 1 TW  2 TW  3 TW4 Total
Anggaran

Kordinator Pelaksana

Persentase P eserta  
Pelatihan Jaba tan  
Fungsional S os io  
K ultura l yang lu lus  
post te s t

80% P e laksan aan  K eg ia tan  P e la tihan  
Jab a tan  F u ng s io n a l S os io  K u ltu ra l

keg ia tan 4

1 1 1 1 4 301 162.200

B adan
P eng em ba nga n  
S u m b e r D aya 

M a nus ia

S em ua
pe rang ka t

daerah

P ersentase 
kepuasan te rhad ap  
layanan
penye lenggaraan
pelatihan

85% P e laksan aan  su rvey  kepuasan 
peserta  p e la tihan  te rh a d a p  layanan  
penye len gga raan  pe la tihan

keg ia tan 33

3 14 7 9 33 12 0 .875 .000

B adan
P eng em ba nga n  
S u m b e r D aya 

M a nus ia

S em ua
pe rang ka t

daerah

18 P engelo laan 
K ine rja  Pegawai 
ASN

Terbangunnya 
A p likas i un tuk  
perh itungan k inerja  
A SN  di lingku nga n  
P em erin tah 
P rovinsi
K a lim an tan  Tengah

B erfungs inya
S istem
In fo rm a s i yang 
m a m pu  
m e m fa s ilita s i 
pe rh itungan  
K inerja  A S N  
dengan sis tem  
yang  te lah  
te rko m p u te risa s  
i

M e m ban gun  S is te m  In fo rm a s i 
K ine rja  (S IN E R JA )

A p likas i 1

20% 30% 30% 20% 100% 5 7 0 .75 4 .00 0
B adan

K epegaw a ian
D aerah

B adan
K epegaw a ian

D aerah

19 P engua tan  S is tem  
M erit

M en ingkatnya 
Indeks S is tem  M erit 
d i P em erin tah  
Provinsi
K a lim an tan Tengah

Indeks S is tem  
M e rit = 175

M e ng u m p u lka n  da ta  dukung 
p e la ksana an  S is tem  M erit d i 
P em e rin tah  P rov ins i K a lim an tan  
Tengah

N ila i N ila i S is tem  
M e rit pada 

A p likas i 
S IP IN TE R

40 40 40 55 175 5 ,0 21 ,5 89 ,8 99
B adan

K epegaw a ian
D aerah

B adan
K epe gaw a ia n

D aerah

20 P e laksanaan  C ore  
V a lues  ASN

M eningkatnya 
Indeks C o re  V a lues 
Berakhlak

P en ingka tan  
inp le m en tas i 
co re  V a lues 
B e ra kh lak  dari 
cuku p  seha t 
m e nu ju  seha t

M e la ksana kan  sos ia lisa s i core 
V a lu e s  B e ra kh la k  kese lu ruh 
P e ra n g ka t D aerah  P em erin tah  
P ro v in s i K a lim a n ta n  Tengah

Indeks Indeks core  
V a lues 

B e ra kh lak

- - - A 15 0 .000 .000 B iro  O rg a n isa s i
B iro

O rg a n isa s i



No Kegiatan Utama Indlkator KU
Target

Tahunan 2023
Rencana Akal

Output Target Penyelesalan
Jumlah

Anggaran

UnK/Satuan Kerja 
Pelaksanaan

Satuan Indlkator TW 1 T W 2 TW  3 TW4 Total Kordinator Pelakaana

21 P e la k san a a n  

P e la yanan  Pub lik  
P r im s

M eningkatnya 

Indeks kep ua san  
m asyarakat pada  
Perangkat D ae rah  

yang
m elaksanakan  

pelayanan publik

Pe n in gkatan  

( lK M ) In d a k * 
K e p u a sa n  
M a sy a ra ka t

M e la k sa n a ka n  e va lua s i pe la yanan  

publik dari K e m e n p a n  R B

Indeks P en ingkatan  
( IK M )  Indeks 

K e p u a sa n  
M a sy a ra ka t  
m e lam pau i 

R P J M D
- 50 50 3 150 .0 0 0  0 0 0 B iro  O rg a n is a s i

S e m u a
p e rangkat

dae rah

GUBERNUR KALIMANTAN TEG AH,
Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

SUGIANTO SABRAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
dari Balai Sertifikat (BSrE) Badan SIBER dan Sandi Negara
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GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

     

NOMOR 4 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 

PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 
 

Menimbang:  a.  bahwa Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 
diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, 
membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang 

majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, 
golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal 
sehingga terwujud masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah 

yang berkarakter unggul, dan menjiwai Pancasila; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Permendagri 
Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan 

Wawasan Kebangsaan, Pemerintah Daerah wajib 
menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan 
Kebangsaan; 

Mengingat:  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 
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4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6870); 

5.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka 
Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan 
Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 1060); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

 
Dengan Persetujuan Bersama; 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN 
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN 
KEBANGSAAN. 

 
BAB I  

Ketentuan Umum 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah. 
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.  

6. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi 
profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, 
dan/atau organisasi yang berbadan hukum. 

7. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 
harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 
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8. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia 
tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan 
kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah Pendidikan cara 
pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar 
mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan 
wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indoensia Tahun 1945. 

10. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan 
di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, 
mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai 
pendidikan tinggi. 

11. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 
formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan 
berjenjang. 

12. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan 
lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan 
secara sadar dan bertanggung jawab. 

 
Pasal 2 

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan 
Kebangsaan yaitu: 

a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan 

ke-bhineka tunggal ika-an bangsa; 
b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang 

berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan 

pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan 
c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, 

pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. 

 
Pasal 3 

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: 

a. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai 
kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran 
berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai 
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

b. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja 
demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi 
Indonesia; 

c. mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan 
Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai 
dengan kearifan local; 

d. memfasilitasi proses pembentukan simpul Pendidikan 
Wawasan Kebangsaaan; 

e. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan 
masalah kebangsaan; dan 

f. membangun jaringan Kerjasama dengan berbagai pihak untuk 
pengembangan Pendidikan Wawasan Kebangsaan tingkat lokal, 
nasional, dan regional sesaui peraturan perundangan. 
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Pasal 4 
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: 

a. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan 
Kebangsaan; 

b. muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan 
Kebangsaan; 

c. peran serta Masyarakat; 
d. pembinaan dan pengawasan; dan 

e. kerja sama. 

 

BAB II  

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA 

DAN WAWASAN KEBANGSAAN 

 

Bagian Kesatu 

Penyelenggara 

 

Pasal 5 
Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan 
Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. 
 

Pasal 6 
(1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan 

Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang: 

a. kesatuan bangsa dan politik; 

b. pendidikan, pemuda, dan olah raga; 
c. pendidikan dan pelatihan; dan  

d. kebudayaan. 

(2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan 
Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas 
fungsinya. 

 

Pasal 7 
(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan 

Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan: 
a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

b. instansi/lembaga vertikal/Lembaga lainnya; dan/atau 
c. Masyarakat.  

(2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila 
dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Wawasan 
Kebangsaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur 
membentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan 

Kebangsaan. 

(4) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan 
Keputusan Gubernur. 

(5) Ketentuan mengenai kepengurusan, tugas dan masa kerja 
Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Kedua  

Sasaran  

 

Pasal 8 
Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada: 
a. siswa/mahasiswa/peserta didik lain; 
b. organisasi politik; 
c. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya; 
d. aparatur sipil negara; 
e. guru/pendidik; dan 
f. tokoh agama/masyarakat/adat. 

 

Bagian Ketiga  

Pelaksanaan 

  

Pasal 9 
Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan 
melalui: 
a. pendidikan formal; 
b. pendidikan nonformal; dan 
c. pendidikan informal. 

 

Pasal 10 

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 
melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
huruf a dapat dilaksanakan melalui: 
a. kegiatan intrakurikuler; 
b. kegiatan kokurikuler; 
c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau 
d. kegiatan nonkurikuler. 

 

Pasal 11 

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 
melalui pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 huruf b dapat dilaksanakan antara lain melalui: 
a. pendidikan dan pelatihan; 
b. kegiatan kebudayaan; 
c. sosialisasi/ seminar/ lokakarya/bimbingan teknis; 
d. peringatan Hari Lahir Pancasila; dan 
e. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan 

Wawasan Kebangsaan. 
 

Pasal 12 
(1) peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 11 huruf d dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni. 

(2) Bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan upacara. 

(3) Selain bentuk dimaksud sebagaimana ayat (2) peringatan Hari 
Lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan: 

a. kegiatan olahraga; 
b. kegiatan keilmuan; 

c. kegiatan sosial; 
d. kegiatan kebudayaan; dan/atau 
e. kegiatan lainnya. 
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(4) Pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan kearifan 

lokal. 

 

Pasal 13 

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan 
Kebangsaan melalui pendidikan informal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat dilakukan oleh keluarga 

dan atau lingkungan dengan berbasis budaya. 

(2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri 
dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis 
budaya. 

 

Pasal 14 
(1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan 

Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi. 

(2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui: 
a. media sosial; 
b. media penyiaran; dan/atau 
c. format digital dan nondigital; 

(3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana 
teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2). 

 

Pasal 15 
(1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan 

pendekatan yang mengutamakan: 
a. partisipasi; 

b. kesetaraan; 
c. kebenaran; 
d. keterbukaan; 

e. kesesuaian; 
f. kerjasama antar pihak; 

g. kreatifitas; 
h. akademik; dan 
i. kearifan lokal. 

(2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar 
pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan 

Kebangsaan. 
 

Pasal 16 
(1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan 

pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. 

(2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat paling sedikit: 
a. kurikulum; 
b. modul; 
c. kajian; 
d. penelitian; 
e. materi; 

f. tata tertib; dan 
g. monitoring evaluasi. 

(3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dalam Peraturan Gubernur. 
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BAB III 

MUATAN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA  

DAN WAWASAN KEBANGSAAN 

 

Pasal 17 
(1) Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 

meliputi: 
a. Pancasila; 
b. Wawasan Kebangsaan.; dan 

c. muatan lokal. 
(2) Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan 

Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Pancasila: 

1. Sejarah lahirnya Pancasila; 
2. Sejarah Indonesia; 
3. Pancasila dasar Negara; 
4. Pancasila pemersatu bangsa; dan 
5. Aktualisasi Pancasila, 

b. Wawasan Kebangsaan: 
1. Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 
2. Bhinneka Tunggal Ika; 
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 
4. Aktualisasi wawasan kebangsaan, 

c. Muatan lokal: 
1. Bahasa dan Kebudayaan Daerah; dan 
2. Lagu-lagu nasional dan daerah. 

 

BAB IV 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

 

Pasal 18 
(1) Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan 

Wawasan Kebangsaan, meliputi: 
a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak 

dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan 

Wawasan Kebangsaan; 
b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan 

Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; 
c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan 

Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan 
d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk 

menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan 
Kebangsaan. 

(2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui forum 
Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan/atau 
dalam keluarga. 

 

Pasal 19 
(1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap 

pelaksanaan peran serta masyarakat dalam Pendidikan 

Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. 

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar 
untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada 
masyarakat. 
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(3) Penilaian terhadap pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan 
Wawasan Kebangsaan berdasarkan kriteria: 
a. peningkatan pelayanan publik; 
b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan 

masyarakat; dan 
c. memberikan manfaat langsung pada masyarakat baik yang 

secara fungsional maupun secara ekonomis. 

(4) Penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), 
dapat berupa piagam penghargaan dan/atau publikasi. 

 

 

BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

  

Pasal 20 
(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 

di Daerah. 
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan 
bangsa dan politik; 

(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 
melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi 
dengan Perangkat Daerah terkait. 

 
 

BAB VI  

KERJA SAMA 

 

Pasal 21 

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama 
penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan 
Kebangsaan di Daerah. 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 
dengan: 
a. instansi/lembaga vertikal; 
b. pemerintah daerah lainnya; 
c. perguruan tinggi; 

d. organisasi kemasyarakatan 
e. organisasi kepemudaan 
f. partai politik; dan/atau 
g. masyarakat. 

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VII  

PENDANAAN 
 

Pasal 22 

Pendanaan bagi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan 
Wawasan Kebangsaan dapat bersumber dari: 

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau 
b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 
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BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23 

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 

 
 Ditetapkan di Palangka Raya 
 pada tanggal  7 Agustus 2023                
  

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 
 
 
 

     
 
 
 
Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal 7 Agustus 2023 
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
KALIMANTAN TENGAH, 

                      
                      
 

  
 

 

 

 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 4 
 
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: (4-127/2023)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
dari Balai Sertifikat (BSrE) Badan SIBER dan Sandi Negara 

 



PENJELASAN ATAS 

PERATURAN DAERAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

NOMOR     TAHUN 2023 
 

TENTANG 
 

PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN 
 

 

I. UMUM 
 

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala 

sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa,  dan bernegara.  Pancasila sebagai dasar 

negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat 

istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia 

sejak berabad-abad lamanya. 

 

Hal ini  sesuai dengan  realitas bangsa Indonesia yang  majemuk. 

Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila 

sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan 

dan nilai- nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan 

kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). 

 

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi 

bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum 

Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan 

negara. Dalam konteks daerah  Provinsi  Kalimantan Tengah,  

diharapkan  penyelenggara negara (Aparatur  Sipil  Negara)  dan  

masyarakat  selalu  memahami  Pancasila sebagai rambu-rambu dalam 

menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang 

telah disepakati bersama. 

 

Selain itu, nilai-nilai Wawasan Kebangsaan harus senantiasa 

diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen daerah. Oleh 

karena itu upaya penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan 

Kebangsaan memiliki arti penting di daerah.  Pendidikan Pancasila 

dan Wawasan Kebangsaan akan berpengaruh positif pada upaya untuk 

memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila itu 

sendiri. 

 

Secara sosiologis,  tidak dapat dielakkan dengan adanya 

masalah penghayatan dan pengamalan Wawasan Kebangsaan serta 

menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia 

(inklusi sosial). Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu 

menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah berikut instansi terkait untuk bisa lebih 

menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat 

Kalimantan Tengah baik bagi masyarakat maupun aparatur di 

lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 

 

 



-2- 

 

Hingga saat ini, Provinsi Kalimantan Tengah sendiri belum 

memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait 

permasalahan- permasalahan mengenai penghayatan dan pengamalan 

nilai Wawasan Kebangsaan.  Masih banyaknya pelanggaran yang 

dilakukan baik yang bersifat administratif maupun kriminal di 

lapangan, serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan 

nasionalisme Indonesia sehingga perlu adanya payung hukum yang 

melindungi permasalahan yang ada. Berdasarkan hal-hal tersebut serta 

dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk 

Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan 

Kebangsaan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas.  

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 
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Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, 

PENELITIAN'DAN PENGEMBANGAN
Jalan Diponegoro Nomor 60 (0536) 3221715 - 3221645, Fax (0536) 3222217 

Website : bappeda.kalteng.go.id | Em ail: bappeda.kallenq@amail.com

PALANGKARAYA 73111

Palangka Raya, x  Juli 2024

Nomor 050/ $J^Bid.V/Bappedalitbang
Sifat Penting
Lampiran :
Hal Pengajuan Draft Keputusan

Gubernur Kalimantan Tengah 
dan Piagam Pemenang

Yth. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi 
Kalimantan Tengah 

di
Palangka Raya

Menindaklanjuti hasil Penilaian Kinerja Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi 
Konvergensi Penurunan Stunting dan Pameran Inovasi Penurunan Stunting Tahun 
2023 Provinsi Kalimantan Tengah Tahap I (tanggal 6 s/d 7 Mei 2024) dan Tahap II 
(tanggal 21 Mei 2024) yang difinalkan pada saat Rembuk Stunting (tanggal 22 Mei 
2024) yang dipimpin oleh Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Surat Dirjen 
Bina Bangda Kemendagri nomor 400.5.7/477/Bangda tanggal 23 Januari 2024 perihal 
Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan berdasarkan hasil pembahasan, diskusi 
dan rembuk secara menyeluruh oleh Tim Penilai Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota 
Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan 
Tengah Tahun 2024 telah disepakati dan ditetapkan nominasi Kabupaten/Kota kinerja 
terbaik I, II, III, terinspiratif, tereplikatif, terinovatif, terkolaboratif, stand terbaik dan 
stand terfavorit. Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan :
1. Draft Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Penetapan Pemenang 

Penilaian Kinerja Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting 
dan Pameran Inovasi Penurunan Stunting Tahun 2023.

2. Piagam Pemenang Nominasi Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan, atas perha grkenannya diucapkan terima kasih.

BAPPEDALITBANG
LIMANTAN TENGAH,

IARD S. AMPUNG, 
»ina Utama Madya 

NIP. 196603151992031010

Tembusan :
Gubernur Kalimantan Tengah

mailto:bappeda.kallenq@amail.com


PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Telepon / Fax. (0536) 3222575
PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 9 Juli 2024

Kepada :
Yth. Kepala Kepala BAPPEDALITBANG 

Provinsi Kalimantan Tengah.

Nomor 180/ /I.3/HUK di
Lampiran 1 (satu) berkas PALANGKA RAYA
Perihal Koreksi perbaikan

Draf Keputusan
Gubernur.

Sehubungan dengan diajukannya Konsep Keputusan Gubernur 
Kalimantan Tengah tentang Pemenang Penilaian Kinerja Pelaksanaan 8 (delapan) 
Aksi Konvergensi Penurunan Stunting dan Pameran Inovasi Penurunan Stunting 
Tahun 2023, dengan Nota Dinas dari Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan 
Tengah Nomor : 050/835/Bid.V/Bappedalitbang, tanggal 2 Juli 2024, maka setelah 
kami teliti dan kaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ini 
disampaikan beberapa perbaikan sebagaimana terlampir.

Bersama ini kami lampirkan draf keputusan yang telah diperbaiki oleh 
bagian peraturan perundang-undangan provinsi untuk dapat diperiksa dan 
dicermati kembali.Jika atas beberapa perbaikan tersebut terdapat hal-hal yang 
perlu dikonfirmasi, dapat dikoordinasikan dengan pendamping pada Bagian 
Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan 
Tengah.

Print Out draft final Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dibuat 1 
jsatu) rangkap dan diparaf koordinasi pada setiap lembarnya, selanjutnya 
disampaikan kembali ke Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah untuk 
proses lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas keijasama yang baik kami ucapkan 
terimakasih.

KEPALA BIRO HUKUM,

MASKUR^SJK M.H.
aksa Utama Pratama 

NIP. 19691025 199603 1 003

Pendamping:
Nunung Hamidah, S.H., M.H. (CP.081915548897)



 

 

 

 

 

 

 

 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 
 

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 
NOMOR 188.44/263/2024 

  
TENTANG 

 
PENETAPAN PEMENANG PENILAIAN KINERJA 

PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING DAN 

PAMERAN INOVASI PENURUNAN STUNTING TAHUN 2023 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaianan Kinerja 

Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Aksi Konvergensi 

Penurunan Stunting dan Pameran Inovasi Penurunan Stunting 

Tahun 2023 Tanggal 22 Mei 2024; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangannya sebagaimana dimaksud 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang 

Pemenang Penilaian Kinerja Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi 

Konvergensi Penurunan Stunting dan Pameran Inovasi Penurunan 

Stunting Tahun 2023; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintahan Penganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 

Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6870); 

 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);  



 

 

 4.  Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan 

Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 172); 

6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan 

Masyarakat Hidup Sehat; 

7. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional 

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan 

Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398); 

8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2023 

tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023-

2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 

Nomor 22); 

9. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/106/2023 

tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan 

Tengah; 

                 

 

MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan : 

KESATU : Pemenang Penilaian Kinerja Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi 

Penurunan Stunting dan Pameran Inovasi Penurunan Stunting tahun 

2023 dengan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini 

KEDUA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan 

Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Tengah 

tahun 2024 c.q DPA Bappedalitbang Provinsi  Kalimantan Tengah 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan  

 
Ditetapkan  di  Palangka Raya 
pada tanggal 25 Juli 2024 

                                                                     GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 
 

 
 

      
 
              
 

 
 

 

   
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 

dari Balai Sertifikat (BSrE) Badan SIBER dan Sandi Negara 



 

 

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 188.44/263/2024 
TANGGAL 25 JULI 2024 

 
 
HASIL PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI 

PENURUNAN STUNTING DAN PAMERAN INOVASI PENURUNAN STUNTING  

 TAHUN 2023 

 

NO. NAMA KABUPATEN/KOTA NOMINASI 

1. Kabupaten Kotawaringin Barat 
Peringkat I (pertama) Kinerja 

Terbaik 

2. Kabupaten Pulang Pisau 
Peringkat II (kedua) Kinerja 

Terbaik 

3. Kabupaten Kapuas 
Peringkat III (ketiga) 

KinerjaTerbaik 

4. Kabupaten Gunung Mas Terinspiratif 

5. Kabupaten Lamandau Tereplikatif 

6. Kabupaten Murung Raya Terinovatif 

7. Kabupaten Barito Selatan Terkolaboratif 

8. Kabupaten Barito Utara Stand Terbaik 

9. Kota Palangka Raya Stand Terfavorit 

 

 
 

                                                                  GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 
 
 

 
 

   
 

                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 

dari Balai Sertifikat (BSrE) Badan SIBER dan Sandi Negara 
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